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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak istri dalam masa iddah serta menganalisis peran dan 
keputusan Pengadilan Agama Larantuka dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut di Kecamatan Larantuka, 
Kabupaten Flores Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. 
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan hakim Pengadilan Agama, 
tokoh agama, serta perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik di lapangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara normatif, hak-hak istri dalam masa iddah meliputi nafkah, tempat tinggal, dan 
kebutuhan pokok lainnya yang menjadi kewajiban mantan suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum 
Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti 
rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi, serta anggapan bahwa perceraian menghapus 
kewajiban suami. Selain itu, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama turut melemahkan posisi hukum 
istri. Penelitian ini juga menemukan bahwa Pengadilan Agama Larantuka memiliki peran strategis dalam 
memastikan pemenuhan hak-hak tersebut melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Dengan 
demikian, jalur hukum melalui Pengadilan Agama menjadi mekanisme paling efektif dalam menjamin 
perlindungan dan pemenuhan hak istri selama masa iddah. 
Kata Kunci: Hak Istri, Masa Iddah, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam 
 

Abstract 
This study aims to identify wives' rights during the iddah period and analyze the role and decisions of the 
Larantuka Religious Court in ensuring the fulfillment of these rights in Larantuka District, East Flores Regency. 
The method used was qualitative research with an empirical juridical approach. Data were collected through 
interviews, observations, and documentation involving Religious Court judges, religious leaders, and women 
undergoing the iddah period. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods to obtain a 
comprehensive picture of practices in the field. The results indicate that normatively, wives' rights during the 
iddah period include maintenance, housing, and other basic necessities, which are the obligations of their ex-
husbands, as stipulated in the Compilation of Islamic Law and other laws and regulations. However, in practice, 
various obstacles remain, such as low public legal awareness, economic conditions, and the perception that 
divorce eliminates the husband's obligations. Furthermore, divorces conducted outside the Religious Court also 
weaken the wife's legal position. This study also found that the Larantuka Religious Court plays a strategic role 
in ensuring the fulfillment of these rights through binding and enforceable decisions. Thus, the legal route through 
the Religious Court is the most effective mechanism in guaranteeing the protection and fulfillment of the wife's 
rights during the iddah period 
Keywords: Wives’ Rights, Iddah Period, Religious Court, Islamic Family Law 
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PENDAHULUAN 
Perkawinan merupakan wujud penghambaan seseorang kepada sang Khalik sekaligus 

merupakan sunnah Rasul karena hal tersebut merupakan perintah yang sangat dianjurkan dalam rangka 
menjaga kehormatan serta nilai positif lainnya yang dibawa dari hasil pernikahan. Perkawinan 
merupakan tujuan mulia yang tertera dalam Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan yang merumuskan pengertian bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.  
 Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
perkawinan adalah sebagai berikut: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami 
istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu 
perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tesebut ada dalam 
setiap perkawinan. Wajar bila ada konflik dan tidak bisa untuk diselesaikan serta keutuhan rumah 
tangga tidak bisa dipertahankan sehingga ikatan perkawinan keduanya terputus. Oleh karena itu, dengan 
putusnya perkawinan maka hubungan suami istri menjadi terputus, yang dalam istilah fiqih disebut 
thalak atau perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari sebuah rumah tangga yang sebagaimana 
disebutkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38. 
 
Allah SWT berfirman QS annur (24) ayat 32: 
 

۝̀a مٌیْلِعَ عٌسِاوَُ nّٰوَ ھٖۗلِضَْف نْمِ   nُّٰ مُھِنِغُْی ءَاۤرََقُف اوُْنوْكَُّی نْاِ مْۗكُ�ىاۤمَاِوَ مْكُدِاَبعِ نْمِ نَیْحِلِّٰصلاوَ مْكُنْمِ ىمٰاَیَلاْا اوحُكِنَْاوَ  
Terjemahnya: 
 “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang 
layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 
Maha Mengetahui. 
 Pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat 
terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam 
mulai diatur adanya ‘iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang 
memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau ‘iddah hanya berlaku bagi 
perempuan. Sedangkan laki-laki tidak berlaku masa ‘iddah.5 Karena laki-laki tidak mempunyai rahim 
sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan 
“perasaan” perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya. 
 
Allah SWT berfirman QS Al-Baqarah (2): 228 

   
 

رِخِاµـلْٱ مِوَْیلْٱوَِ َّ®ٱبِ َّنمِؤُْی َّنكُ نإِ َّنھِمِاحَرَْأ ىٓفُِ َّ®ٱ قََلخَ امَ نَمُْتكَْی نَأ َّنھَُل ُّلحَِی لاَوَ ۚ ءٍۢوٓرُُقَ ةَثَٰـلَث َّنھِسُِفنَأبِ نَصَّْبرََتَی تَُٰـقَّلطَمُلْٱوَ ۚ  
ّدرَبِ ُّقحََأ َّنھُُتَلوُعُبوَ َذ ىفِ َّنھِِ ٌةجَرََد َّنھِیَْلعَ لِاجَرِّللِوَ ۚ فِورُعْمَلْٱبِ َّنھِیَْلعَ ىذَِّلٱ لُْثمِ َّنھَُلوَ ۚ احًَٰۭـلصْإِ ا۟وُٓدارََأ نْإِ كَلِٰ مٌیكِحَ زٌیزِعَُ َّ®ٱوَ ۗ ۭ  

٢٢٨ 
Terjemahnya: 
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka 
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan 
hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 
suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 
isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
 Pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan 
yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya 
perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak 
perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing 
pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka itu masih 
mampunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa 
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iddah. Iddah adalah waktu menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu 
karena talak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu 
itu istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Sedangkan dalam fiqih 
diartikan masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang ditalak dan ditinggal mati 
suaminya – sebelum ia dibolehkan menikah kembali. 
 Kondisi ekonomi yang sulit sering kali memaksa perempuan untuk melanggar ketentuan masa 
iddah. Mereka mungkin terpaksa menikah lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun hal 
tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang melarang pernikahan selama masa iddah. Tekanan 
sosial dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi keputusan perempuan dalam menjalani masa 
iddah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perempuan di Flores menikah lagi sebelum masa iddah 
selesai. Hal ini sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi dan tekanan sosial. Praktik semacam ini 
tidak hanya melanggar hukum Islam, tetapi juga merugikan perempuan itu sendiri, karena mereka 
kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka terima selama masa iddah. Konteks adat Flores, terutama 
di kalangan Masyarakat Larantuka (misalnya warga Lamaholot di Solor atau muslim minoritas di 
Larantuka /Lohayong), tidak ada ketentuan adat khusus yang secara eksplisit mengatur masa ʻiddah 
ritual atau durasinya tetap mengacu pada hukum Islam sebagaimana tercantum dalam fiqih dan 
Kompilasi Hukum Islam. Hukum adat adat lokal lebih dominan mengatur topik seperti belis (mas 
kawin), pelarangan menjamah wanita bukan muhrim, warisan, dan acara pernikahan, tetapi bukan masa 
ʻiddah Pengadilan selaku badan tertinggi dalam agama Islam yang mengurusi keberlangsungan rumah 
tangga, bertanggung jawab penuh untuk ikut andil mengurusi masalah nafkah iddah suami terhadap istri 
dan anak-anaknya. Pengadilan juga punya tugas untuk memberikan pengertian berupa penyuluhan 
kepada tiga orang istri yang menrima masa iddah mengenai aturan hukum yang belum mereka ketahui. 
 Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan di atas, untuk membahas lebih mendalam 
tentang penyelesaian nafkah iddah. Dengan pembahasan tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu 
gambaran, dan jawaban yang konkrit dalam implikasi Pengadilan Agama dan Undang-Undang 
kehidupan masyarakat di flores. 
Apa saja hak istri dalam masa iddah di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Bagaimana 
keputusan Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur dalam pemenuhan hak istri dalam 
masa iddah. 

 
METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif 
dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta.1 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu proses 
penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma hukum 
yang berlaku dalam realitas masyarakat. Artinya, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang 
berbasis analisis terhadap prilaku masyarakat dan cara berhukum masyarakat lokal mengenai 
pemenuhan hak hak istri dalam masa iddah dimasyarakat. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Flores Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur alasan 
penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan melihat betapa besarnya permasalahan dan ketidak 
pahaman tentang pemenuhan iddah. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan 
pemahaman kepada Masyarakat pentingnya pemenuhan hak istri di masa iddah. 
 Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder  Data primer adalah 
data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara 
langsung di lapangan melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan 
Tambusai. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain. Dalam hal ini 
peneliti menggunakan dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan problematika yang 
muncul dalam masa iddah. 
 Subjek penelitian didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang terlibat, mengalami, 
mengetahui, atau berwenang dalam aspek hukum, sosial, atau agama terkait masa iddah pasca 
perceraian, khususnya dalam pemenuhan hak-hak istri. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini 
adalah Istri yang menjalani masa iddah, Hakim pengadilan agama, dan Tokoh agama. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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1.  Hak Hak Istri Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur 
a. Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah 
 Beberapa kasus pasca perceraian dalam masa iddah, suami tidak memenuhi hak istrinya karena 
masalah ekonomi, ada pula pemahaman suami di tengah konflik dengan istrinya lalu kemudian pisah 
rumah dan terjadilah perceraian maka suami beranggapan bahwa sudah lepas tanggung jawab kepada 
istrinya bahkan dalam masa iddah. Dalam hal ini tentunya pihak istri akan merasa dirugikan 
dikarenakan istri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ketika menJalani masa iddah, 
sedangkan masa iddah yang sedang dijalani oleh mantan istri tidak lain dikarenakan akibat dari talak 
yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini tentunya akan merugikan pihak istri yang selama ini hak nafkah 
dan tempat tinggal selalu dipenuhi oleh suaminya tersebut. 
 Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu AM selaku salah satu istri dalam pemenuhan 
hak-hak dalam masa iddahnya, ia mengatakan bahwa :  

“Upaya saya sempat kepengadilan dan memberi tahu kepada mereka bahwa saya tidak 
mendapatkan nafkah tersebut. Sampe detik ini. tetapi setelah mereka hubungi pihak suami tidak 
ada jawaban dari mantan suami” 

 Hasil wawancara dengan informan menyatakan ia telah berusaha ke PA Larantuka untuk 
menuntut haknya kepada mantan suami namun tidak ada jawaban/ respon dari mantan suaminya. 
 Hal lain juga di sampaikan dalam wawancara bersama Ibu LB selaku salah satu istri dalam 
pemenuhan hak-hak dalam masa iddahnya, ia mengatakan bahwa :  

 “Kendala yang saya dapatkan itu pihak suami tidak perduli putusan yang telah diberikan karena 
pemahaman suami saya itu sudah cerai yah sudah selesai.” 

Hasil wawancara dengan informa menyatakan ia telah berusaha menuntut hak kepada suaminya namun 
sang mantan suami berpendapat bahwa setelah bercerai berarti sudah selsai. 
Dalam wawancara lain bersama Ibu S Ketika penyusun memberi pertanyaan tentang apakah anda 
menerima hak-hak tersebut ( nafkah tempat tinggal) : 
 “Alhamdulila iya saya mendapatkan nafkah iddah setelah bercerai” 
Hasil wawancara dengan informa menyatakan ia mendapatkan hak iddah setelah bercerai. 
 Berdasarkan wawancara dengan tiga istri yang sedang dalam masa iddah di atas secara umum, 
sebagian besar istri dalam masa iddah menghadapi kesulitan dalam menuntut haknya akibat ketidak 
pedulian dan tanggapan yang tidak memadai dari mantan suami, meskipun ada juga sebagian kecil yang 
berhasil memperoleh haknya. 
 Seiring dengan kebudayaan yang dialami oleh masyarakat, beberapa suami yang mengalami 
peregeseran pemikiran cenderung menganggap bahwa kewajiban mereka hanya sebatas saat pernikahan 
terjadi. Terjadinya proses interaksi sosial yang mengakibatkan adanya perubahan sosial tidak lepas dari 
adanya aktivitas interaksi sosial menjadi salah satu ruang lingkup kehidupan masyarakat disetiap 
kondisi dan situasi. 
b.  Problem dalam Masa Iddah 
 Iddah diartikan oleh sebagian ulama, sebagai masa menunggu bagi perempuan untuk 
melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai 
mati, dengan tujuan untuk mengetahui. keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Masa 
menunggu inilah yang kemudian penulis angkat untuk mengetahui problem yang sering muncul di 
kalangan masyarakat, lebih khususnya kepada istri yang menggugat suaminya untuk menjatuhkan talak. 
 Namun sejauh ini, di Pengadilan Agama Kabupaten Flores Timur, dapat dikatakan tidak pernah 
terjadi kasus pembangkangan suami yang sampai tidak menjalankan kewajiban terhadap mantan 
istrinya yang tengah dalam masa menunggu. Hal ini disamapikan oleh ibu Ntika Nur Mutiarasari S.H: 

“Sejatinya, kalau semua istri yang dicerai itu mengerti bahwa besaran nafkah iddah juga boleh 
ditentukan atau diminta olehnya, saya kira di flores ini, ada banyak istri-istri yang 
menginginkannya. Tapi, karena pengetahuan dan didukung juga oleh kurangnya kesadaran 
mereka akan pentingnya hal ini, mereka lebih menarik diri daripada bertanya di depan Hakim” 

 Intinya, adalah ketidakpahaman (tidak mengetahui) permasalahan yang didukung juga oleh 
kesadaran yang kurang, menyebabkan permasalahan itu tertutupi. 
ibu NNM. kembali menjelaskan. 

“Kami itu Mas, selaku Hakim kan jelas memutus sesuatu yang tampak atau kelihatan, tapi 
kami tidak boleh memutus sesuatu yang dikira-kira. Kami, memberikan solusi yang keduanya 
sama-sama tidak dirugikan, tentu saja dalam pengamatan kami atas berkas perkara yang 
mereka ajukan” 
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 Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa memang harus ada upaya yang dilakukan oleh 
pihak yang mengatakan bahwa hal itu kurang berkenan atau tidak layak. Peran hakim memang tidak 
mau campur tangan terlalu jauh, dikhawatirkan nanti menyalahi kaprah mereka selaku pemberi 
keadilan. 
c. Upaya Istri Menuntut Hak Massa Iddah 
 Nafkah iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk 
melaksanakannya. Jadi ada timbal balik di antara keduanya. Antara yang memilki hak dan si 
penanggung dari kewajiban untuk memberikannya. Akan tetapi, sejauh ini pemaknaan antara hak dan 
kewajiban tersebut cenderung tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Hingga sampai saat ini 
jarang sekali, bahkan dapat dikatakan tidak ada istri yang menuntut suami untuk memberikan haknya 
selama masa tunggu, padahal itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami. Perihal 
mendasar ini tidak lepas dari peran jenjang pendidikan dari suami maupun istri. 
 Mengenai jumlah nafkah iddah istri sendiri masih sangat relatif. Bila terjadi perselisihan 
mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk 
diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam 
penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan 
kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan 
sighat thalak di muka Majelis Hakim Pengadilan Agama. Hal ini juga di jelaskan oleh bapak AM. 
Ketika penyusun memberi pertnyaan mengenai, pandangan anda tentang kewajiban suami terhadap istri 
dalam masa iddah menurut syariat islam. 

“Dalam syariat islam kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah Adalah masa memberi 
nafkah makan,tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainya jika istri masih dalam ikatan 
pernikahan yang sah dan belum resmi bercerai.” 

dijelaskan oleh MM bahwa suami dapat untuk tidak melaksanakannya (kewajiban memberi nafkah) 
disebabkan si istri melalaikan kewajibannya,atau sebab yang lainnya,yaitu istri mengikhlaskan suami 
untuk tidak melaksanakan kewajibannya. 
 Dalam wawancara bersama Bapak AM salah satu tokoh agama, bagaimana peran tokoh aga m 
dalam menyelesaikan masalah hak-hak istri dalam Masyarakat atau istri. 

“Peran tokoh agama untuk menyelesaikan masalah iddah ini dengan, menyampaikan kepada 
suami terus memenuhi kewajiban istri, memberikan pemahaman tentang hak-hak istri, 
berusha menyatukan menyelesaikan konflik keluarga.” 

 Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan 
kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan 
perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak. 
2. Keputusan PA Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Dalam Dalam Pemenuhan 
Hak Istri Dalam Masa Iddah. 
 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Agama Larantuka   
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 
dalam perkara Cerai Gugat antara: PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx 
xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA 
TENGGARA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email: almadinahfitryah@gmail.com, 
sebagai Penggugat melawan 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Hak-hak istri dalam masa iddah, yang meliputi nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya, 
merupakan hak yang mutlak dan dijamin oleh hukum. Hal ini tercantum secara jelas dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta diperkuat oleh fatwa dan pandangan para ahli 
hukum Islam. Kewajiban suami ini hanya dapat gugur jika istri terbukti melakukan nusyuz atau dengan 
kerelaan penuh dari pihak istri sendiri. 
2. Putusan Pengadilan Agama, seperti yang terlihat dalam kasus nyata di PA Larantuka, menegaskan 
bahwa hak iddah harus dipenuhi sebelum perceraian dinyatakan sah secara hukum. Hal ini 
membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak perempuan, dan jalur hukum adalah cara 
paling efektif untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. 
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SARAN  
1. Bagi Masyarakat Umum, Disarankan agar setiap pasangan suami istri memahami dengan benar hak 
dan kewajiban masing-masing, tidak hanya selama masa perkawinan tetapi juga pasca perceraian. 
Penting untuk menyadari bahwa perceraian tidak serta-merta memutuskan seluruh tanggung jawab 
suami, terutama terhadap pemenuhan nafkah iddah. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih mematuhi 
aturan hukum dengan melakukan proses perceraian melalui jalur Pengadilan Agama agar hak hak 
hukum dapat terlindungi dan diakui secara negara.  

2. Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat, Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan, 
tidak hanya sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai penyampai informasi hukum dan syariat yang 
benar. Diharapkan mereka lebih aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat 
mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian serta bahaya perceraian di bawah 
tangan yang dapat merugikan pihak perempuan. 3. Bagi Pengadilan Agama dan Pemerintah, Perlu 
diadakan sosialisasi yang lebih masif oleh Pengadilan Agama dan instansi terkait mengenai prosedur 
hukum dalam perceraian dan penuntutan hak iddah agar masyarakat lebih sadar dan berani menempuh 
jalur hukum. Selain itu, diharapkan prosespenyelesaian perkara di pengadilan dapat dipercepat dan 
biayanya dipermudah agar lebih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sehingga hak-hak yang 
seharusnya diterima dapat segera dinikmati oleh pihak yang berhak. 
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